
 

 

 

 

 

WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  

NOMOR   39  TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 24 

TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH 

KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALI KOTA CIREBON, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3  

ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33  

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, telah 

ditetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24  

Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah 

Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023, sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan  

Wali Kota Cirebon Nomor 65 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24  

Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah 

Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023; 

b. bahwa beberapa usulan dari perangkat daerah perlu 

dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Standar 

Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Cirebon  

Tahun Anggaran 2023; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Cirebon 
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Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,  

Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan  

Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan  

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 551); 

   3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6409); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan  

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
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dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2  

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 
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  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan  

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagai mana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1  

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6847); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770); 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12  

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2021 Nomor 63); 
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  20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016  

Nomor 2083); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan 

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi 

Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1334); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 

tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan 

Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan 

Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335); 

26. Keputusan Gubernur Jawa Barat  

Nomor 9077/KU.03.11.07/BPKAD Tahun 2022 tentang 

Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota  

Tahun Anggaran 2023; 

  27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon  

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
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Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2020 Nomor 5); 

  28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah  

Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5); 

  29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah  

Kota Cirebon Nomor 107); 

  30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 117); 

  31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2022 Nomor 9); 

  32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah  

Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 127); 

  33. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 79 Tahun 2021 

tentang Mekanisme Pembayaran Penundaan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021          

Nomor 82); 

  34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 74 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2021 Nomor 74); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 24  

TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON  

TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam peraturan Wali Kota Cirebon 

Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023 

(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 24), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Cirebon. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon 

selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah selaku Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala 
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SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku Penguna Anggaran/Pengguna 

Barang. 

8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah 

pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang dan juga melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Standar Biaya Umum adalah biaya setinggi-tingginya dari 

suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun 

gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran 

tertentu. 

11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan  

perundang-undangan. 

12. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau 

imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan 

jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 
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sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

14. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah 

semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun 

Anggaran berkenaan. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 2 

 

1. Standar Biaya Umum merupakan satuan biaya berupa 

harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk 

menghasilkan biaya komponen keluaran dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah 

Daerah. 

2. Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1), merupakan satuan biaya tertinggi dan 

perkiraan dalam penyusunan anggaran yang dalam 

penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisien 

anggaran serta Kemampuan Keuangan Daerah. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 3 

 

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 4 

 

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusun besaran biaya kegiatan dalam Rencana Kerja 

Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2023.  
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 

Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal 15 Februari 2023 

 

WALI KOTA CIREBON,  

ttd, 

NASHRUDIN AZIS 

 

 

Diundangkan di Cirebon pada 

tanggal  16 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

ttd, 

AGUS MULYADI 

 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023  NOMOR  39 

 

                                                                                 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

 
 

FERY DJUNAEDI, SH., MH. 
Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP. 19711228 199803 1 002 


